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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT TII

HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penye-

lenggaraan pemerintahan dan pelaksa-
naan pembangunan khususnya pelayanan
kesehatan masyarakan Becara berdaya-
guna dan berhasilguna, maka dipandang
perlu menetapkan kembali Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan;

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan
Menteri -Dalam Negari Nomor 21 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 1979 sudah tidak seguail
lagi dan perlu ditinjau kembali untuk

disempurnakan; -

pahwa untuk maksud tersebut pada
huruf a dan b konsideran ini, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Per

aturan Daerah.
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Menginéat

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang - Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomoxr 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokaok Pemerintaha d4i
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor -100, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3495} ;

Peraturan Pemerintah NomoI 7 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Kesehatan kepada Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3347) i

peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomox 3373) ; =

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Tingkat II (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomox 77, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3487) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoxr
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organi-
sasi Dinas Daerah j;
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Dengan Persetuj

10.

11.

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tghun Tahun 1993 tentang Petunjuk
Teknis Mengenai Persyaratan, Tata
Cara Pengajuan Usul Pengangkatan
Dalam Jabatan Struktural ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per
aturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
oL Tahun 1994 tentang Pedoman Organi-
sasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21, Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun

1994.

uwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-

. KAT TII HULU SUNGAIL SELATAN TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHA-
TAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan ;
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b. pemerintgh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
paerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
11 Hulu Sungail Selatan ;

d. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupa-

ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Kabupa-

ren Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

g. Unit pelaksana Dinas adalah unsur pelaksana untuk
melaksanakan tugas Dinas Kesehatan dilapangan ;i

n. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan
pelayanan upaya kesehatan gecara peripurna kepada
masyarakat diwilayah kerja tertentu.

B AB II .
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
¥edudukan

pasal 2

(1) Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana pemerintah
Daerah dibidang Kesehatan;

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang ¥epala

awab

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung 3
kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok
a. menyelenggarakan sebagian  urusan rumah
Daerah dalam Bidang Kesehatan ;

b. melaksanakan tugas pembantuan va

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi

I Kalimantan Selatan.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pagsal 4

untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3
peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai

fungsi

a.

(1)

(2)

H-35'Q th O

pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pende-
katan peningkatan (promotif), Prncegahan (Preven-
tif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilita-
tif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan ; _ “
Pembinaan teknis dibudang upaya pelayanan kesehat
an dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri

a. Kepala Dinas;

b. Kepala Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pelayanan Kesehatan;

d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
(P2P)

. Seksi Penyehatan Lingkungan;

. Seksi Kesehatan Keluarga;

. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

. Kelompok Jabatan Fungsional. :

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagai-

mana terlampir merupakan bagian yang tidak terpi-

sahkan dari Peraturan Daerah ini.

!
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Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

cub pagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
grusan penyusunan rencana, program, kepegawaian
surat-mgnygrat, humas dan protokol, penyui
statistik, penggandaan, perlengkapan,
tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.

Kesehatan.
Pasal 7

yntuk melaksanakan tugas tersebut pasal 6 Peraturan
paerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi
pengelolaan urusan surat-menyurat, perlengkapan,
kerumah tanggaan, penggandaan, humas dan protokol
gserta urusan umum ;

p. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan
latihan pegawai ;

pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan ;
penyusunan rencana dan .program, penyusunan data
statistik, penyusunan laporan kerja Dinas Kesehat
an serta penyebaran informasi kesehatan.

a.

2 a

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan;
. Urusan Kepegawaian; -

. Urusan Keuangan;

. Urusan Umum.

O o'W

Pasal 9

(1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai
tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan,

pengolahan data, penyusunan data statistik,
menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan

laporan.
5 tugas mengelola

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai ] .
administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawal.

6
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(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuang
an dan perbendaharaan.

(4) Urusan umum mempunyai tugas mengelola surat
menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan,
kerumah tanggaan dan tugas-tugas umum.

- Bagian ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina
pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kese-
hatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan
gserta peningkatan rumah gsakit.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 10 Peraturan
Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyail
fungsi

a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengem-
bangan dan peningkatan mutu pelayanan rumak sakit
serta menganalisa laporan perkembangan dan pelak-
sanaan pelayanan rumah sakit;

b. pengqumpulan bahan pembinaan, pengawasan pengem-
bangan .dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas
Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;

c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembi -
naan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa;

d. penyusunan rencana kebutuhan obet-obetan dan alat-
alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelo-
laan obat-obatan pada Peskesmas dan Puskesmas

Pembantu.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari
a. Sub Seksi Rumah Sakit;

b. Sub Seksi Puskesmas;

C. Sub Seksi Kesehatan Khusus;

d. Sub Seksi Kefarmasian.
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(1)

(2)

(3)

(4)

[

Pagsal 13

sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas méngumpul*
kan bahan.penyelenggaraan pembinaan perkembangan
rumah sakilt, mutu pelayanan rumah sakit serta
pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit.
Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan
erkembangan Puskesmas.
Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengum
pulkan bahan penyelenggaraan pembinaan mutu
pelayanan kesehatan gigi, mata serta kesehatan
khusus lainnya.
Sub Seksi KXefarmasian mempunyai tugas mengumpul-
kan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-
obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan
obat-obatan.

Bagian Keempat
Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit

Pasal 14

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai
tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan. kegiatan -
pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, imuni
sasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 14
Peraturan Daewrah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberan-

tasan Penyakit mempunyai fungsi
a. perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan

b.

c'

penyakit menular dan penelitian kemungkinan terja-
dinya wabah penyakit ;

evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pem-
berantasan penyakit menular dan imunisasi;
penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan

sumber-sumber penyakit menular.

Dipindai dengan CamQcanner



Pasal 16

geksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri

dari

a.
b.
C.

d.

(1)

sub Seksi Pengamatan Penyakit;

sub Seksi Pencegahan Penyakit;

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber
binatang;

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

Pasal 17

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas
mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan
dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penya-
kit menular.

Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas
mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksa-
naan vaksinasi rutin dan insidentil pada Puskes-
mas. Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya
serta menganalisa hasil penelitian penyakit.

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber
binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan,
penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah,
anthrax dan pemberantasan vektornya serta menye-
barluaskan informasi cara pemberantasan penyakit
yang ditularkan melalui vektor.

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelengga-
raan pemberantasan penyakit menular langsung dan
menyebarkan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan
lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha
peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.
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Pasal 19

ntuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18
peraturaln paerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan
mempupyal fungsi o . . o -

a. pengumpulan, penS}stlma51an dan penganalisaan data
kegiatan _keb?r31han tempat-tempat umum serta

mengkoordlnaslkan usaha peningkatan sarana

kesehatan masyarakat ; S

pengumpulan dan. pensistimasian bahan pembinaan,

pengawasar kualitas air dan lingkungan ;

c. pengumpulan dan pensistimasian data lingkungan
pemukiman serta pengkoordinasikan kegiatan penye-
lenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan
pemukiman ; :

d. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap
perusahaan makanan dan minuman serta pembinaar,
pengarahan kepada rumah makan dan restoran,

Pasal 20

geksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari

a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat umum ;
b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;

d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum’ mempunyai
tugas - mengumpulkan dan mensistimasikan Dbahan
.pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan
tempat-tempat umum.

(2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan
mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan
Bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air
minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada
masyarakat. _

(3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas
mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiat
an peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.

10
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cub geksi Penyehatan Makanan dan Minu
ayal tugas mengumpulkan bahan pembinaa
gan industri makanan dan minuman s
nakan dan restoran.

man mempu-
n, pengawa-
erta rumah

(4)

- Bagian Keenam
Seksl Kesehatan Keluarga

Pasal 22

geksi Kesehatap Keluarga mempunyai tugas melakukan
kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak
dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit
pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan
xeluarga berencana.

Pasal 23

untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22

peraturan Daerah 1ini, Seksi Kesehatan Keluarga

mempunyai fungsi

a. pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha
pempinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan
keluarga berencana ; '

b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan
gizi masyarakat melalui Puskesmas ;

. ¢c. pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas
dan Puskesmas Pembantu dalam dalam menyelenggara-
kan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita
lanjut usia ;

d. pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelengga
raan pemeriksaan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal |24
Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari
a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
D. Sub Seksi Gizi ;

C. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
- Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

- 11
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Pasal 25

geksi Kesehatan 1Ibu dan Keluarga Berencana

(1) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelengga

an usaha kesehatan dan pelayanan ke :
:Zrta keluarga berencana. Y sehatan ibuy

cub geksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan

(2) embinaan pengaturan gizi dan memonitor gizi

masyarakat.
cub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengum-

(3)
ulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriks
gan pembinaan kesehatan anak melalui gimah Sakig?.

puskesmas serta Puskesmas Pembantu.

(4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas

mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha
pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan
pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

' Bagian Ketujuh
Seksl Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 26

geksi Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
pimbingan, program penyuluhan langsung serta pengawa-
san, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

L
L]

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 26 Peratutan
Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehat

o 8

an kepada masyarakat melalui Mass Media ;

pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelak
sanaan bimbingan, penyuluhan langsung seéerta
pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;

. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan

kesehatan institusi ;

- Ppengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

12
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Pasal

28

Kesehatan
Sdﬁlbpseksi Usaha Kesehatan Iy Takat Cerdirj dari

. nsti .
, geksi Peran Serta Masyarak t’('151
d* qub : S at ;

D aup SekBL Sara an Metode;
c'gub seksl Penyebarluasan Informagy

L}

.
1

Pasal 29

sub Seksi Usaha Kesehat

(1) tugas menyiapkan bahan pe

an  Institusj
me -
nyelenggaraan mpunyaj

hatan institusgj Pembinaan
ypaya kese 2L1tusi, pemanta :
1intas sektoral, peningkatap deraf:él ]]::rjasama
murid sekolah dan karyawan. sehatan

(2) cub Seksi Peran Serta Masg

menyiapkan bahan pembinaan penge :
dan peran gerta masyarakat d{fljlarrslJ gnjl.jdaa?lgganke?scf;i:rtlm
serta peningkatan kemampuan motivasi a_araﬁ
kesehatan. para

3) Sub Seksli Sarana dan Metode wempunvai

(3) menyiapkan bahan pengembangan mategi é;nyufﬁgiﬁ
kesehatan dan peningkatan kemampuan serta kete
rampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan
sarana dan metode penyuluhan.

(4) Sub Seksi_ Penyebarluasan Informasi mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan penyebar-
luasan informasi kesehatan serta pemanfaatan
sarana dan metode pehyuluhan kesehatan.

yarakat nempunyai tugas

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyal tugas |
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di
bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,
Sekolah Kesehatan, Laboratorium dap Puskesmas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dilnas yang beraia
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

13
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Pasal 33
na Teknis Dinas dapat g:
it S riteria yang ditetapkag : Setelan
g;mhl kit ~-opRan Menterj Dalam Neger??

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsiona]

Pasal 32

Fungsional
mpok Jabatan g memp
Ez]l{gnp tugas khusus sesuai b

gebutuhan.

unyai tugas melaksa-
ldang keahlian dan

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang
terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keahlian. '

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam
sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan
masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pagal 34

"ntuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepaig ggg

Uiglan Tata Usaha, para Kepala geks?{'etggrafcelor%pok
San, para Kepala Sub Seksi, dan a

e ran Fuﬂgsiongl pada Dinas Kesehatan Waiign?zggifp
% Prinsip koordinasi, integrasi, dan sin

B . «—J
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(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan
Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi
pengawasan melekat (Waskat).

Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Kesehatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoor-
dinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan
dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
terhadap unsur-unsur pembantu pelaksana dan
penunjang yang berada dalam lingkungan Dinas
Kesehatan.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam ling-
kungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada
atagsan masing-masing serta menyampaikan laporan

tepat pada waktunya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 36

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I KXalimantan
Selatan atas usul Kepala Daerah gegual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas
usul Kepala Daerah dengan memperhatikan pertim-

bangan Kepala Dinas.
Pejabat-pejabat lainya di lingkungan Dinas Kese-
hatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI

PEMBIAYAAN
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Pasal 37
gumber pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan dari
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Kalimantan
gcelatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

certa dari sumber lainnya yang sah.

B AB VII
BAGIAN PENUTUP

Pasal 38 _
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dinya-
takan tidak berlaku lagi.
(3) Peraturan Daerah ini mulai

diundangkan.

berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
. pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempat-
kannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

“II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Januari 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TK II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
HULU SUNGAI SELATAN,

DAERAH KABUPATEN DAERAH

TK II HSS
Ketua,
cap. Cap.
ttd. = =« N
SOEDARNDZO Drs. H. SAIDUL HUDARII
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pisahkan oleh Gubernur Kepala
paerah Tingkat I Kalimantan
gelatan dengan Surat Keputusan
Nomox 11 Tahun 1997
Tanggal 9 Juni 1997

pDiundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
sungai Selatan

Nomor 13
pada tanggal 17 Nopember 1997
Tahun 1997
SerL A haUra N 2
NQ.7%h S B
' 2N
SEX LAYAH/DAERAH TINGKAT II

| @ AI SELATAN,
B o
L ;-k l;l Salinan sesuai dengan Aslinya
1y * / -~ Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,
% San (b,
; N O ,.".fh/ 4 -
X : c)(, ZAIN{ FAHRI
\\S:":\I?_Ifg)ﬁ’l{ . M - YUNANIE NIP. 19690314 199503 1 002

Pembina Tingkat I
NIP 010 045 594
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KAB. DATI I HULU SUNGAI SELATAN

[ KEPALA DINAS

Perataran Dacral Kabupaien Daenah
Tingkat I Hulu Sungai Schian
Nomor : [ Tuliun 1997

Tanggal (6 Januarl 1997

i LAMPIRAN :

SUBD BAGIAN ‘
TATA USAIIA

]

| |
SEKSI PELAYANAN SEKSI FENCEGAHAN &
KILOMPOK JABATAN KESEHATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT/C
FUNGSIONAL ]
| SUB SIKSI SUD SEKSI
RUMAH SAKIT PENGAMATAN PENYAKIT
| [ SUD SEKSI | | SUB SEKST
PUSKESMAS PENCEGAHAN PENYAKIT

SUD SEKSI
| KESEHATAN KITUSUS

SUD SEKSI
PENCILGAHAN PENY AKIT
YANG DERSUBMBER BINATANG

SUD SEKSI
KEPARMASIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
Ketua,

SOEDARNO

SUB SEKSI
PEMBERANTASAN IENYAKIT
MINULAR LANGSUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

B _/Pémbisa Thgkal ]
T T I NIP. 010 045 54

—
URUSAN URUSAN URUSAN URUSAN
RENCANA & INFORMASI KEPEGAWAIAN KIUANGAN UMUM
KBSIHATAN
_ | ]
SEKSI PENYZHATAN SEKSI KESEHATAN SEKSI PENYULUHAN
LINGKUNGAN KILUARGA KESEHATAN MASY ARAKAT
— = I | |
] SUD SEKSI SUD SEKSI SUD SEKSI
PENYEHATAN | | KESEHATAN IBU & || USAHA KI'SEHA
TEMPAT UBUM KELUARGA TAN INSTITUSI
BERENCANA
SUB SEKSI SUB SEKSI
|| PENGAWASAN KWA- SUB SEKSI PERAN SERTA
1ITAS AIR DAN GIZI MASYARAKAT
LINGKUNGAN
| SUD SEKSI SUD SIKST
L SUB SEKSI KESEHATAN ANAK _ | SARANA DAN
PENYEHATAN METODE
LINGKUNGAN SUD SEKST
KBSEHATAN SUD SI'KSI
SUB SEKSI USIA LANJUT | | PENYEBARLUAS
|| PENYEHATAN MAKA AN INFORMASI
NAN & MINUMAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H, SAIDUL HUDARIE
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